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ABSTRAK 

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada tahun 2024 menggunakan tarif 

efektif rata rata (TER) sesuai dengan PP 58 Tahun 2024, karena ketentuan 

sebelumnya memiliki sistem yang kompleks terutama yang menitikberatkan pada 

pihak yang sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 21. Tujuan dari perhitungan 

dari PP 58 tahun 2023 adalah memberi kemudahan dalam proses perhitungan dan 

pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sehingga memperkecil kesalahan yang 

terjadi. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan, 

perbandingan serta dampak yang ditimbulkan dalam menerapkan aturan PP 58 

tahun 2023 di Kantor Desa Lestari.  

 

Adapun data peneliti bersumber dari observasi dan dokumentasi yang 

dilakukan pada Kantor Desa Lestari. Data hasil observasi berupa pengamatan 

secara langsung mekanisme perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 di 

Kantor Desa Lestari, sedangkan data hasil dokumentasi adalah berupa dalam daftar 

nama pegawai beserta PTKP, rincian tunjangan, daftar perhitungan pemotongan 

PPh 21 tahun 2023 dan 2024. Teori yang mendukung penelitian ini yang berkaitan 

dengan kepastian hukum perpapajakan dapat dijelaskan dengan teori The Four 

Maxim dan pengaruh mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas pajak 

dapat dijelaskan dengan teori Atribusi.  

 

Hasil dari penelitian ini adalah Kantor Desa Lestari menerapkan perhitungan 

pajak penghasilan pasal 21dengan menggunakan PP 58 tahun 2023 dengan TER 

yang cara perhitungannya berbeda dari sebelumnya. Perhitungan bulan Januari-

November menggunakan mekanisme TER, sedangkan untuk masa akhir pajak 

menggunakan mekanisme Pasal 17 UU PPh ayat (1) sesuai Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

Sehingga dampak pajak di Kantor Desa Lestari pada bulan Januari-November 

jumlahnya sama dan relatif rendah dibandingkan dengan diakhir masa pajak yang 

mengguanakn tarif Pasal 17 UU PPh ayat (1) mengakibatkan jumlah pajak yang di 

potong lebih tinggi, namun tidak ada peningkatan beban pajak barudan terdapat 

faktor yang dapat mengakibatkan kelebihan bayar seperti Perubahan status 

perkawinan, jumlah tanggungan, kesalahan dalam Penerapan tarif TER. 

  Kata Kunci:  Pajak Penghasilan Pasal 21, PP 58 tahun 2023, Tarif Efektif 

Rata-rata (TER), Pegawai Tetap 
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ABSTRACT 

The calculation of Article 21 Income Tax in 2024 uses the average effective 

rate (TER) in accordance with PP 58 of 2024, because the previous provisions had 

a complex system, especially emphasizing the party as the withholding agent for 

Article 21 Income Tax. The purpose of the calculation of PP 58 of 2023 is to 

facilitate the process of calculating and withholding Article 21 Income Tax so as to 

minimize errors that occur. This study aims to determine how the implementation, 

comparison and impact of the implementation of PP 58 of 2023 regulations are at 

the Lestari Village Office. 

 

Meanwhile, the researcher's data comes from the results of observations and 

documentation carried out at the Lestari Village Office. Observation data is in the 

form of direct observation of the mechanism for withholding Article 21 Income Tax 

at the Lestari Village Office, while documentation data is in the form of a list of 

employee names along with PTKP, details of allowances, a list of calculations for 

withholding Article 21 Income Tax in 2023 and 2024. The theory that supports this 

research regarding the certainty of tax law can be explained by the theory of The 

Four Maxims and its influence on compliance with regulations issued by the tax 

authorities can be explained by the Attribution theory. 

 

The results of this study are that the Lestari Village Office applies the 

calculation of Article 21 Income Tax using PP 58 of 2023 with TER, the calculation 

method of which is different from before. The calculation for January-November 

uses the TER mechanism, while for the end of the tax period, the mechanism of 

Article 17 of the Income Tax Law paragraph (1) is used in accordance with Law 

Number 36 of 2008 which has been amended by Law Number 7 of 2021. So that the 

impact of tax at the Lestari Village Office in January-November is the same and 

relatively low compared to the end of the tax period which uses the rate of Article 

17 of the Income Tax Law paragraph (1) so that the amount of tax withheld is 

greater, but there is no additional new tax burden and there are factors that can 

result in overpayments such as changes in marital status, number of dependents, 

errors in applying the TER. 

Keywords:  Income Tax, Government Regulation Number 58 of 2023, Effective 

Tariff (TER), Employees 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Transformasi perpajakan erat berhubungan dengan berkembangnya suatu 

negara. Pajak tidak hanya tentang penerimaan APBN namun berkaitan dengan 

kemajuan ekonomi, pemulihan ekonomi dan kestabilan sosial menurut (Minh 

Ha et al. (2022). Dilihat dari perkembangan pajak tahun ketahun banyak terjadi 

perubahan dari masa pandemi covid 19 sampai sekarang. Rosid dan 

Romadhaniah, (2023) menyatakan otoritas pajak harus aktif untuk menjaga 

keadaan peraturan perpajakan yang berkeadilan secara efektif, terus dilakukan 

dalam rangka peningkatan pemasukan negara yang bersumber dari perpajakan 

dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjalankan kewajibannya. 

Tabel 1.1 

Laporan Realisasi Penerimaan Pajak dan Penyampaian SPT 

 

 

Sumber: Kementrian Keuangan & Laporan DJP tahun 2021, 2022, 2023  

              diolah kembali tahun 2024 

Berdasarkan Tabel 1.1 Laporan realisasi penerimaan pajak dan penyampaian 

SPT, tahun 2021 realisasi penerimaan pajak telah mengalami pemulihan yang 

dibuktikan dengan peningkatan penerimaan jumlah pajak dan kepatuhan 

penyampaian SPT tahunan orang pribadi melalui PMK Nomor 9/PMK.03/2021 

tentang insentif dimana Pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah, 

Tahun Penerimaan Pajak 

(%) 

Kepatuhan 

Penyampaian SPT 

orang pribadi (%) 

2021 107,15% 84,07% 

2022 115,60% 86,80% 

2023 102,80% 88,00% 
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sedangkan UMKM mendapatkan PPh Final, PPh 25 peringanan angsuran 

(DJP). Pendapatan pajak dan penyampaian SPT, tahun 2022 meningkat secara 

signifikan dari tahun 2021 karena dikeluarkannya Undang-undang 7 Tahun 

2021 tentang harmonisasi perpajakan yang mempunyai tujuan 

mengoptimalkan perkembangan ekonomi. Menurut  Alfiona dan Fajriana 

(2023) kenaikan penerimaan pajak karena program pengungkapan sukarela 

mengakibatkan adanya kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan 

perpajakannya.  Fiskus sangat mempengaruhi wajib pajak dalam hal program 

pengungkapan sukarela  (Darmayasa et al., 2018). Hal ini berpengaruh 

signifikan terhadap agresivitas pajak (Khan dan Nuryanah, 2023) adanya tax 

amnesty jilid dua menimbulkan adanya pertambahan wajib pajak dan 

bertambahnya kepatuhan perpajakan (Nuryanah dan Gunawan, 2022). 

Program tax amnesty lebih besar manfaatnya diikuti oleh wajib pajak orang 

pribadi untuk memanfaatkan kebijakan tersebut (Darmayasa et al., 2024). 

Kondisi ekonomi yang sudah pulih optimal dibuktikan peningkatan 

penyampaian SPT, pada tahun 2023 tetapi belum mencapai target dan 

presentase jumlah penerimaan pajak lebih besar pada tahun 2022. 

Pajak yang ditetapkan oleh otoritas pajak, jenis pajak terbagi menjadi 

pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan 

pasal 23, pajak penghasilan pasal 24, pajak penghasilan pasal 25 dan  26 dan 

pajak pertambahan nilai (PPN) dari jenis pajak tersebut, pajak penghasilan 

pasal 21 berpengaruh pada kas negara (Munandar et al., 2023). Pajak 

penghasilan pasal 21 yang merupakan pajak negara sumbernya dari 
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penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja dari penghasilan yang berbentuk 

gaji atau imbalan diberikan secara teratur kepada pekerja atas pekerjaan yang 

dilakukan. Menurut PMK Nomer 168 tahun 2023 pemotongan pajak salah 

satunya meliputi pajak penghasilan pasal 21 atas pekerjaan yang melibatkan 

dan dilakukan oleh orang pribadi atas jasa. Pemotongan pajak penghasilan 

pasal 21 dilakukan secara tepat untuk pegawai sehingga meminimalisir 

kesalahan dan sesuai pada peraturan perpajakan (Gani dan Tambunan, 2024). 

Pegawai memiliki peran penting yaitu sebagai pendukung keberhasilan 

Perusahaan (Koeswayo et al., 2024). Pemotongan pajak tidak terlepas dari 

sistem pemungutan pajak yang yang terbagi menjadi yaitu Official assessment 

system adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak dalam 

menentukan besarnya pajak, dan wajib pajak berperan pasif. Withholding 

system adalah pemungutan pajak yang dimana pihak ketiga diberikan kuasa 

selain petugas pajak dan wajib pajak untuk menentukan pajak terutang. Self 

assessment system yaitu wajib pajak memiliki peran aktif dalam tanggung 

jawab untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak 

yang terhutang (Munandar et al., 2023). Dalam Self assessment system 

pemakaian e-filling yang dilakukan oleh wajib pajak memudahkan 

melaksanakan kewajiban perpajakan dan akan berpengaruh pada kepatuhan 

perpajakan (Darmayasa et al., 2020). 

Perkembangan zaman sekarang ini banyak perusahaan yang berusaha 

untuk menyembunyikan suatu kegiatan agar bisa mengecilkan jumlah pajaknya 

dalam rangka menghindari pajak (Yanuar, 2023). Baik dilakukan secara sadar 
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maupun tidak disengaja dimana wajib pajak menggunakan cara yang tidak 

benar yang tujuannya untuk mengurangi penggunaan pajaknya yang akhirnya 

merugikan instansi (Yamen et al., 2023). Maka diharapkan kepada Instansi 

Pemerintah agar mentaati seluruh aturan perpajakan sehingga dapat terhindar 

dari upaya penyimpangan pajak yang akan berdampak buruk pada instansi 

pemerintah. Perkembangan perekonomian terus berjalan diikuti perubahan 

kebijakan perpajakan, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penerimaan 

negara yang dapat berupa perubahan tarif pajak, perubahan lapisan PKP, dan 

perubahan peraturan pajak lainnya (Cahyadini et al., 2023) maka dilakukan 

tahapan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap peraturan sesuai kebutuhan 

dan aturan yang berlaku. Penyesuaian dengan tarif pemotongan menggunakan 

Tarif Efektif Rate (TER) dan tarif Pasal 17 Ayat (1) sesuai Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2021.  Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 58 Tahun 2023 

memilki tujuan menodorong wajib pajak dalam pemotongan PPh 21 melalui 

kelancaran menghitung dan administrasi pemotongan PPh 21 untuk 

meminimalisir terjadinya kesalahan hitung dan memenuhi kepatuhan 

kewajiban perpajakan.  

Tarif efektif rata-rata yang digunakan untuk pemotongan pajak 

penghasilan pasal 21 yang berlaku mulai tahun 2024 dari bulan Januari- 

November, sedangkan penghitungan di masa pajak terakhir tetap menggunakan 

ketentuan sebelumnya yaitu menyetahunkan perhitungan pajak, bagi wajib 

pajak tidak ada peningkatan beban pajak baru, karena perhitungan kewajiban 
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disetahun menggunakan ketentuan yang berlaku sebelumnya. TER terbagi 

dalam katagori TER A, TER B, TER C yang digunakan untuk untuk 

menghitung potongan pajak penghasilan pasal 21 untuk wajib pajak orang 

pribadi, Otoritas pajak menyediakan website yaitu pajak.go.id, merupakan alat 

hitung yang dapat digunakan oleh wajib pajak, dalam rangka memudahkan 

wajib pajak dalam menghitung pajak penghasilan 21 secara mandiri. 

Kantor Desa Lestari adalah nama samaran dengan tujuan untuk 

menjaga privasi dan dapat mencegah penyalahgunaan data pribadi tersebut. 

Kantor Desa Lestari adalah instansi pemerintah yang berlokasi di Kabupaten 

Badung. Kantor Desa Lestari mempunyai pegawai tetap yang terbagi menjadi 

dua yaitu perangkat desa yang meliputi Perbekel, Sekretaris Desa, Kepala 

Seksi (Kasi), Kepala Urusan (Kaur) dan Klian dinas dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) dengan total seluruh pegawai tetap yaitu 

berjumlah 40 orang. Pegawai tetap merupakan salah satu aset yang paling 

berharga bagi Kantor Desa Lestari. Mereka adalah ujung tombak yang 

menjalankan seluruh aktivitas perusahaan dan berkontribusi langsung terhadap 

pencapaian tujuan perusahaan. Meningkatkan loyalitas pegawai di Kantor Desa 

Lestari dengan memberikan benefit seperti gaji dan tunjangan sebagai 

penghasilan. Penghasilan tidak luput dari pemotongan pajak penghasilan pasal 

21 dengan withholding system yang dilakukan oleh Kaur Keuangan. Mengingat 

permasalahan yang terjadi seperti pada tahun sebelumnya adanya perhitungan 

yang kompleksitas. yang terjadi pada Kantor Desa Lestari pada bulan Januari- 

September 2023 menggunakan skema perhitungan penghasilan pasal 21 seperti 
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biasanya namun pada bulan Agustus 2023 diterbitkan Peraturan Bupati Nomer 

29 tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomer 16 tahun 2017 

adanya perubahan tunjangan kepada Perbekel dan Perangkat Desa dan efektif 

mulai bulan Oktober 2023, sehingga adanya revisi perhitungan ulang 

pemotongan penghasilan pasal 21 dengan tunjangan yang baru dan 

menimbulkan mekanisme perhitungan cukup rumit yang dilakukan oleh Kaur 

dan staf keuangan.  

Pegawai tetap di Kantor Desa Lestari mempunyai yang potensi yang besar 

untuk menentukan besaran potongan pajak Pajak penghasilan pasal 21 sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Selama tahun 2023 Desa Lestari menggunakan 

perhitungan pemotongan pajak berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf a. Pada awal 

tahun 2024 diberlakukannya peraturan baru yaitu PP 58 Tahun 2023 yang 

menggunakan TER A, TER B, TER C untuk pemotongan pajak perbulannya 

maka akan ada perbedaan mekanisme perhitungan yang akan diterapkan saat 

ini, maka penulis tertarik melakukan penelitian memfokuskan menganalisis 

penerapan PP 58 tahun 2023 pada pegawai tetap di Kantor Desa Lestari. 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan fenomena yang telah dipaparkan pada latar belakang 

terkait dengan pajak penghasilan 21, otoritas menyediakan perhitungan pajak 

dengan menggunakan TER. Fenomena yang terjadi karena adanya perhitungan 

yang rumit. Maka ditemukan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimanakah penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan 

TER sesuai dengan PP 58 Tahun 2023 di Kantor Desa Lestari? 
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2. Bagimanakah perbandingan perhitungan pemotongan sebelum dan 

sesudah menerapkan PP 58 tahun 2023 di Kantor Lestari? 

3. Bagimanakah dampak dari PP 58 Tahun 2023 di Kantor Desa Lestari? 

C. Batasan Masalah 

Penentuan batasan masalah sesuai dengan fenomena dan rumusan 

masalah yang dipaparkan, peneliti memfokuskan penelitian ini di Kantor Desa 

Lestari. Lingkup subjek penelitiannya adalah pegawai tetap di Kantor Desa 

Lestari menerima penghasilan secara teratur dengan menghitung pajak 

penghasilan 21 tahun 2024.  

D. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Otoritas pajak mengeluarkan berbagai kebijakan sesuai dengan 

perkembangan ekonomi bangsa Indonesia. Tujuannya untuk 

penyempurnaan mekanisme perhitungan pajak dari peraturan yang dibuat 

sebelumnya. Fenomena yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini 

mempunyai tujuan yaitu:  

a) Mengetahui perhitungan pemotongan pajak pajak penghasilan pasal 

21sesuai dengan PP 58 tahun 2023. 

b)  Mengetahui perbandingan perhitungan sebelum dan sesudah 

menggunakan PP 58 tahun 2023.  

c) Mengetahui dampak perhitungan bagi pegawai tetap di Kantor Desa 

Lestari yang mengacu pada PP 58 Tahun 2023. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis diharapkan hasil penelitian dapat berguna untuk 

bahan evaluasi guna memverifikasi teori yang telah tersedia. Adapun 

Teori yang menjadi pedoman dalam penelitian ini adalah teori atribusi 

dan teori the four maxim.Teori atribusi merupakan teori tersebut 

menaungi secara empiris atas diterbitkannya PP 58 tahun 2023 oleh 

otoritas pajak yang akan berpengaruh pada perlakuan perhitungan pajak 

pada instansi pemerintah Kantor Desa Lestari, sedangkan teori the four 

maxim adalah teori kedua yang digunakan peneliti untuk jadikan dasar 

dalam hal mengayomi secara empiris kepastian undang-undang PP 58 

tahun 2023 dalam hal tata cara pembayaran pajak, pemotongan pajak. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

wawasan tentang perhitungan pajak PPh 21. Dengan adanya 

perubahan perhitungan mahasiswa dapat memperdalam mekanisme 

menerapkan tarif perhitungan tersebut dalam hal menyelesaiakan 

suatu tugas tentang Pajak PPh 21. 

2) Bagi Politeknik Negeri Bali 

Sebagai instansi Pendidikan dengan salah satu misi yaitu 

menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berkarakter bangsa 

dengan standar mutu nasional dan regional di Asia-Pasifik. 

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam 
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menambah informasi PP 58 tahun 2023 untuk refrensi meng-update 

kurikulum perpajakan dan tenaga pengajar dapat merealisasikan 

serta mempraktikan kepada mahasiswa. 

3) Bagi Kantor Desa Lestari 

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan 

pendapatan negara dengan penyempurnaan mekanisme perhitungan 

pajak dengan adanya PP 58 tahun 2023. Sebagai wajib pajak Kantor 

Desa Lestari wajib mematuhi peraturan dengan melakukan 

mekanisme perhitungan sesuai dengan PP 58 tahun 2023 yang harus 

dipatuhi agar terhindar perhitungan yang kompleksitas, 

meminimalkan adanya lebih/kurang bayar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian Kantor Desa Lestari telah menerapkan 

perhitungan sesuai dengan PP 58 tahun 2023, dilihat dari perhitungan yang 

telah dilakukan dengan 5 pegawai tetap di Kantor Desa Lestari yang hasil 

dari perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan TER adalah 

berpedoman pada PTKP dan menggunakan perhitungan TER dari bulan 

Januari-November, pada bulan Desember menggunakan Peraturan 

sebelumnya itu Pasal 17 ayat (1) sesuai dengan Undang-Undang Nomer 7 

Tahun 2021.  

Perbandingan mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 

apabila menggunakan Pasal 17 ayat (1) adalah setiap perubahan penghasilan 

akan mengharuskan perhitungan ulang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang 

menyebabkan proses perhitungan relatif rumit. Sedangkan menggunakan PP 

58 tahun 2023 yaitu TER proses perhitungan lebih sederhana dan efisien. 

apabila adanya perubahan elemen penghasilan dapat menambahkan 

langsung pada kolom perhitungan.  

Dampak dari peraturan PP 58 tahun 2023 dalam penerapannya yaitu 

adanya penurunan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan dari 

bulan Januari-November namun pada bulan Desember potongan pajak 

menggunakan tarif TER melonjak lebih tinggi dibandingkan dengan 

perhitungan sebelumnya, tetapi tidak ada beban pajak tambahan baru. 
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Namun terdapat faktor yang dapat mengakibatkan kelebihan bayar seperti 

Perubahan status perkawinan atau jumlah tanggungan selama tahun pajak 

kesalahan dalam Penerapan tarif TER. 

B. Implikasi 

Mekanisme perhitungan PPh 21 menggunakan TER bertujuan untuk 

menyederhanakan perhitungan PPh 21. TER mempertimbangkan 

penghasilan secara kumulatif dalam satu bulan, sehingga menghasilkan tarif 

pajak yang lebih adil dan sesuai dengan profil penghasilan pegawai tetap. 

Pengaruh implementasi perhitungan PP 58 tahun 2023 di Kantor Desa 

Lestari dari sisi Kaur keuangan selaku yang memotong pajak, PP 58 tahun 

2023 memberikan kemudahan untuk melakukan pemotong pajak atas PPh 

21 sehingga dalam pemotongannya meminimalisir terjadinya kesalahan 

hitung, sehingga proses perhitungan pemotongan pajak PPh 21 lebih efisien. 

Tetapi pegawai tetap yang penghasilan rendah mungkin mendapatkan 

sedikit keuntungan pajak, Sedangkan karyawan dengan penghasilan tinggi 

akan membayar pajak lebih banyak. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan mengenai penerapan 

perhitungan PP 58 tahun 2023 yang diperoleh dari data di Kantor Desa 

Lestari, Adapun saran yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Kantor Desa Lestari 

Saran yang dapat diberikan kepada Kantor Desa Lestari terutama 

bagi Kaur dan staf keuangan yang telah menerapakan PP 58 tahun 2023 



50 

 

 
 

pada pegawai tetap Kantor Desa Lestari. Kaur dan staf keuangan harus 

selalu update informasi tentang status PTKP dari masing-masing 

pegawai, karena status PTKP akan mempengaruhi mekanisme 

perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Apabila terdapat 

potensi kendala dalam sistem TER dapat berkonsultasi dengan otoritas 

pajak. 

2. Otoritas Pajak 

Bagi Otoritas Pajak disarankan untuk melakukan sosialisasi 

Intensif terkait PP 58 Tahun 2023 kepada seluruh Kantor Desa, Serta 

edukasi dan pelatihan terhadap pemahaman tentang PP 58 Tahun 2023. 

Terkait cara penggunaan dan perhitungan. Serta otoritas pajak 

menyediakan layanan call center yang mudah diakses apabila terjadi 

kendala dalam penerapan PP 58 Tahun 2023. 
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